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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari
pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk
mencapal masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka
memelihara dan meneruskan pembangunan yang
berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah
maupun masyarakat, baik perseorangan maaupun badan hukum,
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap
pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui aktivitas bisnis

seperti pinjam-meminjam.'

Dalam aktivitas bisnis pinjam-meminjam melibatkan
berbagai pihak salah satunya adalah lembaga Perbankan. Bank
di Indonesia memiliki peran penting dalam penghimpunan dan
penyaluran dana masyarakat. Aktivitas bank terkait

penghimpunan dana masyarakat meliputi tabungan, giro, dan

! Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan (Semarang: Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro, 2008), 14.
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deposito yang kemudian disalurkan kembali melalui pemberian
kredit, perkreditan merupakan usaha utama perbankan

(Finansial Depening).

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur atau
nasabah perbankan berpedoman dari ketentuan standar Bank
Indonesia, ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai

prinsip-prinsip yang harus diterapkan, yaitu prinsip 5 C :?

a. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini
adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk
memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau
watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit
benar-benar dapat dipercaya;

b. Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon
nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan
kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari
laba;

c. Capital, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan
yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai
oleh bank.

d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon

nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

2 Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2000).
15
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Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang
diberikan;

e. Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai
kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan

datang sesuai sektor usaha.

Penerapan prinsip 5 C dalam analisis bank bertujuan
untuk menilai mutu terhadap permintaan kredit yang diajukan,
dan juga pengujian kemampuan dan kesediaan calon debitur
dalam pelunasan kredit baik secara internal maupun eksternal,
serta mengantisipasi risiko wanprestasi oleh pihak debitur agar
dana yang disalurkan oleh bank aman dan menghasilkan
keuntungan lewat bunga. Selain prinsip 5 C terdapat juga prinsip
kehati-hatian yang diwajibkan dan selalu diterapkan oleh bank

dalam menyalurkan kredit-kreditnya.

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah
suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-
hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang
dipercayakan kepadanya.® Bank tidak terlepas dari risiko dalam
kegiatan penyaluran kredit sebagai usaha utamanya, selain itu

kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada

¥ Rachmadi Usman, Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2003).
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terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu
sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan
perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan
perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak

positif terhadap perekonomian secara makro.*

Dengan adanya kegiatan perkreditan antara debitur
dengan kreditur inilah maka timbul yang namanya Perjanjian.
Perjanjian ini kemudian disebut dengan perjanjian kredit. Dalam
Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
KUHPer) Pasal 1313 disebutkan bahwa : "Suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".° Jadi Pasal ini
berkaitan dengan perjanjian kredit karena di dalam perjanjian
kredit ini mengikat para pihak satu sama lainnya yaitu antara

kreditur dengan debitur.

Di dalam praktik perjanjian kredit melalui prinsip 5 C dan
prinsip kehati-hatian, akan tercermin dari klausula - klausula
yang mengatur tentang kewajiban debitur, objek yang
dijaminkan, pengenaan denda jika mengalami keterlambatan

angsuran, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini dinilai hanya

* Permadi Gandapradja, Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2004).
> R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1996).
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kepada kepentingan kreditur saja, maka dari itu dalam
pemberian kredit kepada debitur mengkaitkan asuransi kredit
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan

Suretyship (selanjutnya disingkat PMK 124/2008) menyatakan :°

“Asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang
memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima
kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi

kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”

Asuransi ini dikenal dengan asuransi jiwa kredit
(selanjutnya disingkat AJK), vyaitu program asuransi yang
dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap dana
kreditur sehingga pengembalian dana kredit dapat berjalan
sesuai dengan jadwal. Dalam bahasa Indonesia asuransi dapat
diartikan “pertanggungan”. Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang -
Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
(selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2014) di sebutkan
bahwa : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar

bagi penerimaan premi sebagai imbalan untuk:

2016.

® Reny Widya Astari, “Melunasi Utang Ketika Nasabah Meninggal Bagaimana Caranya,”
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a. Memberikan penggantian kepada tertanggung, atau
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang
timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu
peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada
meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang
didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada

hasil pengelolaan dana.

Di dalam praktiknya terdapat persoalan-persoalan yang
menyebabkan penundaan bahkan penolakan terhadap
pengklaiman asuransi ketika pihak tertanggung yang dalam hal
ini juga sebagai debitur mengalami peristiwa tak tertentu yaitu,
meninggal dunia. Sebagaimana data yang didapat pada kantor
cabang Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut BRI) Lahat,
bahwa ahli waris dari debitur tertanggung yang telah meninggal
dunia ingin mengklaim asuransi tersebut guna meng-cover sisa
angsuran kredit tertanggung, namun ditolak oleh pihak
penanggung dengan alasan bahwa penyakit yang menyebabkan
tertanggung meninggal merupakan penyakit yang sudah ada

pada saat sebelum membuat perjanjian asuransi namun tidak
19



20

disampaikan kepada penanggung dan tidak dicantumkan dalam
perjanjian asuransi. Sehingga menyebabkan ahli waris
tertanggung harus menanggung kewajiban sisa pembayaran
angsuran kredit pada BRI cabang lahat tersebut dan apabila tidak
sanggup atau tidak bersedia maka akan dilakukan eksekusi

terhadap objek yang dijaminkan dalam perjanjian kredit.

Penolakan klaim asuransi tersebut dirasa merugikan pihak
tertanggung beserta ahli warisnya, di mana tertanggung semasa
hidupnya telah menunaikan kewajibannya, yaitu membayar
premi kepada penanggung maka merupakan hak tertanggung
untuk memperoleh penggantian, karena di dalam polis asuransi
diatur mengenai peristiwa tidak tertentu yaitu kematian.” Praktik
lapangan terhadap norma atau isu penolakan klaim asuransi
dapat di kaji dari peristiwa hukum perjanjian Polis Asuransi No. :
00400618100xxxxx sebagai tertanggung pada PT. Asuransi BRI

Life Lahat sebagai penanggung, September 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis
tertarik melakukan penelitian dan akan membahas lebih lanjut
dalam bentuk tesis mengenai “Akibat Hukum Bagi Debitur
Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Pada Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Life Cabang Lahat”.

2011).

" Kornelius Simanjuntak, Hukum Asuransi (Depok: Djokosoetono Research Center,
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B. Rumusan Masalah
Dengan diuraikannya latar belakang di atas, maka dapat
dirumuskan dua permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen asuransi BRI Life
saat klaim asuransi jiwa ditolak perusahaan asuransi ?

2. Bagaimana akibat hukum bagi Konsumen Asuransi BRI Life
pada saat klaim asuransi jiwa ditolak oleh Perusahaan
Asuransi ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya hukum bagi konsumen asuransi BRI
Life saat klaim asuransi jiwa ditolak perusahaan asuransi.

2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi Konsumen Asuransi
BRI Life pada saat klaim asuransi jiwa ditolak oleh Perusahaan
Asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, vyaitu pengembangan keilmuan dari
penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk
pengembangan ilmu dibidang hukum khususnya dalam

perbankan.
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2. Manfaat Praktis, yaitu memberikan pemahaman tentang
pentingnya asuransi jiwa kredit dalam menjamin kepastian
hukum dalam pelunasan kredit bank.

E. Kerangka Teori
1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa
Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak,
tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa
suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma
objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang
relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum
tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan
bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus
relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan
diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke
tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya
ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum

dari masyarakat tersebut.?

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila
sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang

8 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Jakarta:
Kencana, 2014), 85.
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merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan
tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan
kemanusiaan vyaitu keadilan dalam hubungannya manusia
dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,
manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta
hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan
tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama Lkenegaraan untuk
mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan
seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan
seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut
sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa
didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup
bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan
berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa,
perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama

(keadilan sosial).’

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan,
bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan
dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum,
karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa

keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan

M. Agus Santoso, 86.
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tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan,
karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan
peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-
prinsip umum tertentu. Prinsip—prinsip tersebut adalah yang
menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu
merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang
suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum
adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap

orang.'®

2. Teori Kepastian Hukum

Penelitian tesis ini mempergunakan Teori Kepastian
Hukum sebagai Middle Range Theory, Menurut Utrecht teori
kepastian hukum ini mengandung 2 (dua) pengertian yaitu
adanya aturan yang Dbersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan, dan Lkeamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan
hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal
- pasal dalam undang - undang melainkan juga adanya

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang

19M. Agus Santoso, 91.
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satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa
yang telah di putuskan.'!

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum adalah sebuah
sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan
aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma -
norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.
Undang - undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku di
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
individu maupun dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan
tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.'?

Terdapatnya peraturan perundang - undangan yang
mengatur tentang asuransi merupakan salah satu bentuk dari
adanya kepastian hukum. Pengkalaiman asuransi yang ditolak
oleh perusahan asuransi harus dikaji secara objektif dengan
merujuk kepada peraturan perundang — undangan yang terkait
apakah memang sudah terpenuhi unsur — unsur kepastian
hukumnya atau terdapat kesewenangan dalam pengambilan

keputusan penolakan tersebut.

11 Riduaan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999).
12 peter Mahmud marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2008).
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3. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian tesis ini menggunakan teori perlindungan
hukum sebagai Applied Theory, yang dikembangkan oleh
Fitzgerald, Salmon dan Philipus M. Hadjon sebagai Middle Range
Theory, Fitxgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum
yang dikembangkan oleh Salmond menguraikan bahwa Hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya
dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap
kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan
membatasi kepentingan pihak lain.'®

Dalam penelitian tesis ini, teori perlindungan hukum di
atas diinterprestasikan dalam kaitannya dengan teori perjanjian
yang dikembangkan Hartkamp. Menurut Hartkamp: “Perjanjian
adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan perihal aturan dalam bentuk
formal, oleh pernyataan kehendak yang saling bergantung satu
sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak,
dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi

kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya atau

13 Sarjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
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demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara
timbal balik.'*

Pengikatan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah
pihak, pada pelaksanaannya pengikatan perjanjian harus dibuat
tertulis baik secara bawah tangan ataupun dengan akta notariil.
Adapun maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian secara tertulis
dalam bentuk akta adalah dalam rangka untuk membuat suatu
alat bukti. Akta sengaja dibuat untuk dapat dijadikan alat bukti
terhadap suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 KUHPer vyang
menyebutkan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan
dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka akta berfungsi
untuk memastikan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum
dengan adanya kemungkinan sengketa di kemudian hari
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pembuatan akta
harus sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan untuk
membuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang
telah dibuat yang dalam hal ini merupakan perjanjian asuransi.

4. Teori Pertanggungjawaban Resiko
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung

jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila

¥ Herlian Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Pejanjian Di Indonesia (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
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terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.
Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan
bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan
kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat
atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya
yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu
perbuatan.’®

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban
harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya
hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus
berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk
memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata
dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu
kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without
based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang
dikenal (lilability without fault) yang dikenal dengan tanggung
jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy)."°

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan
mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab

karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

15 Soekidjo Notoatmojo, Etika Dan Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.
'8 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Jakarta: Prestasi Pustaka,
2010), 48.
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Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa
konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen
tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.
Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan
perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan
hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya
telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.'’

Pertanggungjawaban resiko adalah persoalan yang
berkaitan dengan Dbentuk penyelesaian atas seluruh
permasalahan yang timbul sebagai akibat dari sesuatu hal yang
terjadi. Resiko adalah apa apa saja yang dapat timbul dan
muncul, menjadi konsekuensi yang harus di hadapi dari tiap-tiap
perbuatan yang ada. Seperti halnya dalam persoalan penolakan
asuransi oleh perusahaan, hal tersebut merupakan resiko yang
timbul ketika ada suatu hal yang membatalkan polis asuransi,
dan perusahaan terlepas dari tanggungjawab untuk memberikan
ganti rugi.
. Teori Kontrak

Penelitian tesis ini mempergunakan Teori Kontrak sebagai
Grand Theory. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau

lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan

" M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid)

Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1979), 53.
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suatu perbuatan tertentu secara tertulis dan para pihak yang
bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban
untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian
tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan,
dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut asal
kontrak tersebut sah secara hukum.'® Menurut R. Subekti suatu
perjanjian yang dibuat secara tertulis saja yang dapat
dikategorikan sebagai kontrak sedangkan yang tidak tertulis
dikategorikan sebagai perjanjian atau pesetujuan
saja.'?Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan
suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.
Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan “Perikatan” oleh
buku III KUHPerdata itu, adalah “Suatu hubungan hukum
(mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang
memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu
dari yang lainnya, dan orang yang lainnya itu diwajibkan

memenuhi tuntutan itu”.?°

Sedangkan “Perjanjian” ialah
“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

18 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2005).

9 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak. Memahami Kontrak Dalam Perspektif
Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) (Bandung:
CV. Mandar Maju, 2012).

20 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003).
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Perjanjian memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a). Fungsi Filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para
pihak yang menurut perjanjian, bahkan bagi pihak ketiga
yang mempunyai kepentingan hukum terhadap
perjanjian tersebut.?!

b). Fungsi Yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi
para pihak yang membuat perjanjian, bahkan bagi pihak
ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap
kontrak tersebut.??

c). Fungsi Ekonomis, yaitu perjanjian sebagai instrumen
hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi, dan
memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan
kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan
pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai
ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi
kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang
lebih baik bagi para pihak yang membuat perjanjian.®

Teori kontrak digunakan untuk menjelaskan tentang
perjanjian tertulis dengan kesepakatan sebagai dasar timbulnya

hubungan hukum sehingga para pihak berkewajiban

melaksanakan dan berhak mendapatkan apapun yang telah

2l Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak. Memahami Kontrak Dalam Perspektif
Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).
?2 Muhammad Syaifuddin.
> Muhammad Syaifuddin.
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diperjanjikannya asalkan perjanjian tersebut sah secara hukum.
Pada saat pengklaiman asuransi ditolak mengindikasikan
terdapat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu
pihak saja ataupun para pihak, sehingga hal ini yang kemudian

mengakibatkan timbulnya permasalahan.

F. Kerangka Konsep
1. Kredit Bank
Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan
seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk
membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu
yang ditentukan. Menurut Undang — Undang Nomor 10 tahun
1998 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.?*
2. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPera disebutkan
bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih”. Menjelaskan bahwa perjanjian hanya
mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam

bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya

? https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan) diakses pada tanggal 12 Februari
2020, Pada pukul 18.00 WIB
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dalam bentuk pikiran semata-mata.?® Menurut pasal 1 ayat 1
Undang — Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang
- Undang ini atau berdasarkan Undang - Undang lainnya.
Termasuk membuat akta perjanjian Autentik yang sah.
3. Asuransi

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Dagang tentang
asuransi atau pertanggungan seumurnya. Disebutkan bahwa
“Asuransi adalah perjanjian di mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya

karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.?

G. Metode Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan
metode yakni :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif

yang menekankan pembahasan pada norma-norma hukum

http://rahmadvai.blogspot.com/2013/11/syarat-sah-perjanjian-asuransi. _html. diakses
pada tanggal 12 Februari 2020, Pada pukul 20.00 WIB

% https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi diakses pada tanggal 13 Februari 2020, Pada
pukul 12.30 WIB
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yang ada. Jenis penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan
mencari konsep-konsep, teori - teori, serta pendapat -
pendapat yang relevan dengan pokok permasalahan dengan
cara penelitian kepustakaan.

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan bahan
yang merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian
digolongkan sebagai data skunder dan data primer. Data
skunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga
meliputi surat - surat pribadi, buku - buku, sampai pada
dokumen - dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah.?’ Dalam hal ini dokumen tersebut peraturan
Perundang-undangan tentang Notaris yaitu UUJN, dan Kode Etik
Profesi Notaris serta ketentuan Perundang-undangan terkait
lainnya. Sedangkan data premier adalah data yang diperoleh di
lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan
objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode
pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yaitu :

a. Pendekatan Perundang - Undangan (Statue Approach)
Pendekatan Perundang - Undangan dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

27 Sri Mamuiji Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: CV. Rajawali, 1958).
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bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di
tangani.?® pendekatan perundang-undangan adalah suatu
pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-
aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum
Notaris terhadap kreditur yang meninggal dalam perjanjian
kredit yang tidak diikat perjanjian asuransi.
b. Pendekatan Konsepstual (Conseptual Approach)
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan -
pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum.?®

pendekatan ini digunakan untuk
memahami konsep - konsep berkaitan dengan konsep
kehati - hatian yang harus dilakukan notaris serta konsep
hukum perlindungan hukum notaris terhadap kredit bank
tanpa perjanjian asuransi.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah
pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang
dihadapi. Kasus - kasus yang telah ditelaah merupakan
kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan

berkaitan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap

putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai

%8 Soerjono Soekamton dan Sri Mamuijii, Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum (Denpasar: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017).
2% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: KENCANA, 2007).
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pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai
argumentasi dalam memacahkan isu yang dihadapi.*°
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Dalam pengumpulan dan penelitian, data yang diperoleh
diantaranya :
a. Bahan Hukum Premier
Bahan hukum premier adalah bahan hukum yang
mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri atas : peraturan
perundang - undangan, catatan — catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan suatu peraturan perundang — undangan,
putusan hakim.*’ Adapun bahan-bahan yang berkaitan
dalam penelitian ini adalah :
1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945;
2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian
3) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
4) Kitab Undang - Undang Hukum Dagang;
b. Bahan Hukum Skunder
Bahan hukum vyang sifatnya menjelaskan badan
hukum premier, berupa rancangan Undang - Undang hasil

penelitian karya ilmiah, dokumen pribadi atau pendapat

%0 peter Mahmud Marzuki.
81 zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
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dari kalangan hukum, sepanjang relevan dengan
permasalahan yang dibahas. %
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primier dan skunder, seperti kamus, kamus hukun,
enisklopedia dan lain-lain.*?
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik
pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian
kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau
studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang
datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang
bersumber dari Peraturan Perundang - Undangan, Buku -
Buku, Dokumen Resmi, Publikasi dan hasil penelitian.34
Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang
digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu :
a. Bahan pustaka
Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini

diperoleh dari peraturan Perundang - Undangan, Buku

%2 Roni Harutiji Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988).
% Amirudin Zainal Asiki, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004).
3 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum.
37



38

Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Disertasi dan
referensi lainnya, yang berkaitan dengan Perlindungan
Hukum Notaris terhadap Kredit Bank yang Tidak Diikat
Perjanjian Asuransi.>®
Pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat
digolongkan dalam tiga golongan, yaitu:®
1) Buku/Monograf
Buku/monograf merupakan suatu terbitan yang untuk
kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang
tetap, buku/monograf merupakan bahan pustaka yang
paling umum dan dapat dijumpai pada setiap
perpustakaan.
2) Terbitan berkala/terbitan berseri
Bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk
diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu. Contoh
terbitan berkala tersebut adalah, umpamanya, harian,
majalah mingguan, majalah bulanan, laporan tiwulan,
laporan tahunan, dan lain sebagainya.
3) Brosur/pamflet
Brosur/pamfelt merupakan terbitan yang tidak diolah

sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2014).
% Soerjono Soekamton dan Sri Mamuijii, Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum.
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karena itu tidak diolah sebagaimana halnya dengan
bahan pustaka lain, oleh karena iai bahan pustaka ini
bersifat sementara, contoh brosur pamflet ini adalah,
misalnya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum,
daftar terbitan buku-buku dari suatu penerbit, daftar
harga buku dan lain sebagainya.

b. Wawancara
Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan
tetapi dapat di masukan sebagai bahan non buku dan ada
baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pernyataan atau
mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang
diwawancara dapat memberikan pendapatnya secara

tertulis.®’
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara
kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun
secara sistematis. Kemudian mengintergrasikannya, agar
diperoleh pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang
menjadi objek penelitian ini. Bahan hukum yang telah tersedia
kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh

Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta yaitu :

%7 peter Mahmud Marzuki, Opcit, him165.
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menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemasikan
bahan-bahan hukum.
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan
adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini
merupakan analisis data yang telah menggunakan, melainkan
dengan memberikan gambaran-gambaran (Deskripsi) dengan
kata-kata atau temuan-temuan, dengan begitu penggunaan
teknik analisis ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari
data.®
1. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini
menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam
penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya
umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan
kesimpulan itu ditunjuk untuk sesuatu yang sifatnya khusus.*
Proses penelitian ini membahas mengenai bagaimana
dampak hukum yang bagi perjanjian kredit bank yang tidak di
ikat dengan perjanjian asuransi dan ditarik mengkrucut pada
suatu kasus kreditur meninggal dunia yang mengakibatkan

tanggung jawab kreditur dialihkan pada ahli waris.

% Zainuddin dan  Afwan  Zainuddin, Kepastian Hukum  Perkawinan
Siri&Permasalahannya (Yogyakart: Deepublish, 2017).
39 Sudarmayati dan Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penelitian (Bandung: Bandung,
2002).
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